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bahwa wumat Islam Indonesia masih
mempertanyakan status hukum bunga
(interst/fa’idah) yang dikenakan dalam
transaksi pinjaman (al-gardh) atau utang
piutang (al-dayn), baik yang dilakukan
oleh lembaga keuangan, individu maupun
lainnya;

bahwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424
H./16 Desember 2003 telah menfatwakan
tentang status hukum bunga;

bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan
fatwa tentang bunga dimaksud untuk
dijadikan pedoman.

Firman Allah SWT, antara lain:
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“Orang-orang yang makan (mengambil)
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahalAllahtelahmenghalalkanjual
belidan mengharamkanriba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal

di dalamnya. Allah memusnahkan riba
dan menyuburkan sedekah. Dan Allah
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BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

426

tidak menyukai setiap orang yang tetap
dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
Sesungguhnyaorang-orangyang beriman,
mengerjakan amal saleh, mendirikan
sembahyang dan menunaikan zakat,
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai
orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba
(yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman. Maka jika kamu
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan
Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Dan jika (orang berhutang itu) dalam
kesukaran, maka berilah tangguh sampai
dia berkelapangan. Dan menyedekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
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“Hai  orang-orang yang  beriman,
Jjanganlah kamu memakan riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu

kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.” (Ali ‘ITmran [3]: 130).

Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

o e Lo 05 08 s 2
G 06 g 4 A O

162



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

:);j b GBLLL OlS (asees & g[,.L“A olgy)
Ay G gk b Lo i 32
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Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah
s.a.w. melaknat orang yang memakan
(mengambil) dan memberikan riba.”
Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah
Rasulullah melaknat juga) orang yang
menuliskan dan dua oarang yang menjadi
saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab:

“kami hanya menceritakan apa yang kami
dengar.” (HR. Muslim).
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Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah
s.a.w. melaknat orang yang memakan
(mengambil) riba, memberikan, menulis-
kan, dan dua orang yang menyaksikan-

nya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hu-
kum sama.” (HR. Muslim).
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata,
Rasulullah  bersabda: “Akan datang
kepada umat manusia suatu masa di mana
mereka (terbiasa) memakan riba. Barang

siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia
akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa'i).
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata,
Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh
puluh dosa; dosanya yang paling ringan
adalah (sama dengan) dosa orang yang
berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).
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Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau
bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh
tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn
Majah).
e o alh 35 O 5l el s
o oy 4575wy s 1 0 G
LG Ll Ol o)l DS a3 el
(2268 :03,
Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah
s.a.w. melaknat orang yang memakan
(mengambil) riba, memberikan, dua

orang yang menyaksikan, dan orang yang
menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata,
Rasulullah bersabda: “Sungguh akan
datang kepada umat manusia suatu masa
di mana tak ada seorang pun di antara
mereka kecuali (terbiasa) memakan riba.
Barangsiapatidakmemakan(mengambil)-
nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn
Majah).
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Memperhatikan : 1.

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ijma’ ulama tentang keharaman riba dan
bahwa riba adalah salah satu dosa besar
(kaba’ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-
Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-
Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

Pendapat para ulama ahli figh bahwa bunga
yang dikenakan dalam transaksi pinjaman
(utang-piutang, al-qardh; al-qardh wa
al-igtiradh) telah memenuhi kriteria riba
yang diharamkan Allah SWT., seperti
dikemukakan, antara lain, oleh :

a. Imam Nawawi dalam Al-Majmu™
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Al-Nawawi  berkata, al-Mawardi
berkata:Sahabat-sahabatkami(ulama
mazhab Syafii) berbeda pendapat
tentang pengharaman riba yang
ditegaskan oleh al-Quran, atas dua
pandangan. Pertama, pengharaman
tersebut bersifat muyjmal (global) yang
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dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum
tentang riba yang dikemukakan
oleh sunnah adalah merupakan
penjelasan (bayan) terhadap ke-
mumal-an al-Qur’an, baik riba naqd
maupun riba nasi’ah. Kedua, bahwa
pengharaman riba dalam al-Quran
sesung-guhnya hanya mencakup riba
nasa’ yang dikenal oleh masyarakat
Jahiliah dan permintaan tambahan
atas harta (piutang) disebabkan
penambahan  masa  (pelunasan).
Salah seorang di antara mereka
apabila jatuh tempo pembayaran
piutangnya dan pihak berutang tidak
membayarnya, ia menambahkan
piutangnya dan menambahkan pula
masa pembayarannya. Hal seperti itu
dilakukan lagi pada saat jatuh tempo
berikutnya. Itulah maksud firman
Allah: “... janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda...”.
Kemudian sunnah menambahkan riba
dalam pertukaran mata uang (naqd)
terhadap bentuk riba yang terdapat
dalam al-Qur’an.

Ibn al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an:
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Riba dalam arti bahasa adalah
kelebihan (tambahan). Sedangkan
yang dimaksud dengan riba dalam
al-Qur'an adalah setiap kelebihan

(tambahan) yang tidak ada
imbalannya.

Al-‘Aini dalam ‘Umdabh al- Qari’ :
£05 ) ew);fum,.;‘f‘)uyté;
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HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Arti dasar riba adalah kelebihan
(tambahan). Sedangkan arti riba
dalam hukum Islam (syara’) adalah
setiap kelebihan (tambahan) pada
harta pokok tanpa melalui akad jual
beli.
Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
B B i 2 g el h
(1092 13z b sdly C“J‘

Riba adalah kelebihan (tambahan)
tanpa imbalan yang disyaratkan
dalam jual beli.

Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-
Mufradat fi Gharib al-Quran : |
a ol aly Judi b B sl Wy

CLA
Riba adalah kelebihan (tambahan)
pada harta pokok.

Muhammad Ali al-Shabuni dalam
Rawa-1’ al-Bayan :
o2 B e :,a,afd\ Qi\;i :;b) A L‘)jl
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Riba adalah kelebihan (atas pokok
utang) yang diambil oleh kreditur
(orang yang memberikan utang) dari
debitur (orang yang berutang) sebagai

imbalan atas masa pembayaran
utang.

Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts
fial-Riba :
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Riba (yang dimaksud dalam) al-
Qurian adalah riba (tambahan,
bunga) yang dipraktikkan oleh bank
dan masyarakat; dan itu hukumnya
haram, tanpa keraguan.

Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa’id al-
Bunuk :

(el ) 0 O n 080 s

Bunga bank adalah riba yang
diharamkan.

Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Figh al-
Islamy wa Adillatuh :
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Bunga bank adalah haram, haram,
haram. Riba atau bunga bank adalah
riba nasi'‘ah, baik bunga tersebut
rendah maupun berganda. (Hal itu)
karena kegiatan utama bank adalah
memberikan utang (pinjaman) dan
menerima utang (pinjaman)... Bahaya
(madharat) riba terwujud sempurna
(terdapat secara penuh) dalam bunga
bank. Bunga bank hukumnya haram,
haram, haram, sebagaimana riba.
Dosa (karena bertransaksi) bunga
sama dengan dosa riba; alasan lain
bahwa bunga bank berstatus riba
adalah firman Allah SWT ... Dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), maka bagimu pokok hartamu...
(QS. Al-Bagarah [2]: 279)
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Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang
berlaku di atas lebih buruk dari riba
yang diharamkan Allah SWT dalam Al-
Quran, karena dalam riba tambahan
hanya dikenakan pada saat si peminjam
(berhutang) tidak mampu mengembalikan
pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan
dalam sistem bunga tambahan sudah
langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Ketetapan akan keharaman bunga bank
oleh berbagai Forum Ulama Internasional,
antara lain:

a. Mama’ul Buhuts al-Islamiyyah di al-
Azhar Mesir pada Mei 1965.

b. Mama’ al-Figh al-Islamy Negara-
negara OKI yang diseenggarakan di
Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406
H/22-28 Desember 1985.

¢. Mama’' Figh Rabithah al-‘Alam al-
Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang
diselenggarakan di Makkah tanggal 12
— 19 Rajab 1406 H.

d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi
Arabia, 1979

e. Keputusan Supreme Shariah Court
Pakistan 22 Desember 1999.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun
2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak
sesuai dengan syari’ah.

Keputusan  Sidang  Lajnah  Tarjih
Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjoyang
menyarankan kepada PP Muhammadiyah
untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi
sistem perekonomian khususnya Lembaga
Perbankan yang sesuai dengan kaidah
Islam.

Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes
NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang
mengamanatkan berdirinya Bank Islam
dengan sistem tanpa bunga.
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7. Keputusan [jtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/
fa’idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16
Desember 2003.

8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal
11 Dzulga’idah 1424/03 Januari 2004; 28
Dzulga’idah 1424/17 Januari 2004; dan 05
Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,
MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST /
FA’IDAH)

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan dalam
transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari
pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil
pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara
pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan ( »*5 >:) yang
terjadi karena penangguhan dalam pembayaran ( >V 54;) yang
diperjanjikan sebelumnya, (U.z. L x). Dan inilah yang disebut
riba nasi’ah. ’

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenubhi kriteria riba
yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah.
Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu
bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi,
dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermuw’amalah dengan Lembaga  Keuangan
Konvensional

1. Untukwilayahyangsudahadakantor/jaringan Lembaga Keuangan

434
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HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan
transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga
Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi
di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/
hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
K.H. Ma’ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag
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Lampiran 11

Penjelasan Dr Muhammad Sayyid Thantawi Mufti Republik Mesir Tentang

Bunga Bank

Yang Dikeluarkan Oleh Dar Al-Ifta Al-Misriyyah pada Tanggal 8 September

1989

Perbincangan mengenai masalah praktik perbankan akhir-akhir ini ramai
diperbincangkan. Begitu pula tentang status keuntungan yang diperoleh dari transaksi

tersebut. Apakah halal atau justru haram?.

Dengan demikian Dar al-l1fta memandang perlu untuk memberikan penjelasan
dan pendapatnya mengenai transaksi tersebut, setelah banyak diperbincangkan oleh

khalayak ramai.

Sudah menjadi tabiat bagi orang yang berakal, dimana saja dan kapan saja
untuk mengusahakan yang baik dan halal dengan seluruh kemampuannya dalam

berbagai muamalah dan tindakan mereka. Sesuai dengan perintah Allah.

“Hai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan

adalah musuh yang nyata bagimu” (Q. S al-Baqarah 168)”.

Dan juga sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Nabi dalam sebuah hadis

yang shahih “Sesungguhnya yang halal itu nyata, dan yang haram juga nyata. Dan



173

diantara kedua hal tersebut banyak perkara yang musytabihat (samar-samar) yang
tidak diketahui banyak orang. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat,
maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang
Jjatuh kedalamnya, maka dia telah jatuh kedalam perkara yang haram”. Maksudnya:
barangsiapa menjauhkan dirinya dari perkara yang bercampur antara yang hak dan
batil, maka sesungguhnya dia telah membersihkan dirinya, agamanya, dan

kehormatannya dari semua perkara yang keji dan kotor.

Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda: “Tinggalkanlah apa yang
meragukanmu  dan  ambilah apa yang tidak meragukanmu” .maksudnya,
tinggalkanlah apa anda ragukan keharamannya dan ambillah apa yang tidak anda

ragukan kehalalannya.

Niat yang Baik

Sudah menjadi tabi’at orang yang berakal ketika menganalisis suatu
permasalahan selalu dimulai dengan niat yang baik, perkataan yang santun, berbicara
atas kebenaran, dan menjauhkan diri dari fanatik buta terhadap suatu hukum yang
sedang dihadapi, dan menjauhkan diri dari berprasangka buruk tanpa alasan yang

jelas.

Sebagaimana kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi dalam pembahasan
ijtihad dengan balasan pahala. Dalam hadis sahih diriwayatkan yang artinya “apablia

seorang hakim memutuskan suatau perkara dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya
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benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memtuskan suatu perkara dengan

ijtihadnya kemudian ijtihadnya keliru, maka ia mendapatkan satu pahala”.

Perbincangan mengenai hukum syariah secara khusus ataupun ilmu yang lain
secara umum, hendaklah dibangun dengan pengetahuan yang baik, pemahaman yang
benar, dan analisis yang mendalam terhadap ilmu pokok-pokok agam Islam beserta
cabang-cabangnya. Seyogyanya bagi seorang peneliti untuk mencari kebenaran dan
jikapun ada hal yang tidak difahami, hendaknya bettanya kepada seorang yang ahli di
bidangnya sebagiaman firman Allah SWT. “maka bertanyalah kepada orang yang
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, [An Nahl:43].

Dan hadis nabi SAW yang Artinya ‘“Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut
ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan
cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia
akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka

ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan"

Transaksi-Transaksi Perbankan

Adapun fungsi dari Dar al-Ifta’ adalah memberikan fatwa atas setiap
pertanyaan yang datang. Sedangkan tugas seorang mufti adalah menerangkan hukum

syar’iyyah dan bukan untuk memaksakan fatwa agar bisa diterima.

Setelah menjelaskan beberapa hal diatas. Dar al-1fta menerangkan bahwa
pendapat orang tentang transaksi bank tidak dapat diambil seluruhnya. Dalam arti,

semua transaksi yang dilakukan oleh bank adalah halal. Akan tetapi, masalah
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pendapat itu bisa diterima setelah meninjau setiap masalah, lalu ditentukan hukum
yang relevan. Sebab transaksi-transaksi perbankan itu sangat kompleks, dengan

tujuan yang berbeda-beda, serta sarana dan teknis yanng beragam.

Meski demikian, secara umum praktik transaksi-transaksi tersebut terbagi

kedalam tiga hal:

a. Praktik-praktik transaksi yang disepakati ulama boleh menurut syariat dan
keuntungan yang diperoleh adalah halal.

b. Praktik-praktik transaksi yang disepakati ulama tidak boleh secara syariat dan
keuntungan yang didapat adalah haram.

c. Praktik-praktik transaksi yang masih menjadi perselisihan diantara para ulama

tentang hukum dan keuntungannya.

Muamalah (Transaksi) Bank yang Halal

Adapun muamalah yang yang disepakati ulama boleh menurut syariat dan
keuntungan yang diperoleh juga halal adalah semua muamalah yang diperbolehkan
syariat Islam. Seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, dan sewa-menyewa, dan
transaksi lainnya yang terdapat pertukaran manfaat antara seorang dengan orang lain
dengan cara yang tidak menyalahi kaidah dan syariat Allah. Praktik muamalah
tersebut antara lain, praktik-praktik yang dilakukan oleh bank-bank islami yang
dianggap bertolak dari mudharabah syariyyah atau bentuk muamalah yang dihalalkan

oleh Allah. Dimana keuntungan (profit) bisa lebih atau kurang tanpa ditetapkan
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sebelumnya waktu danbesarannya. Kemudian keuntungan yang diperoleh serta

kerugiannya juga dipikul secara adil.

Saya (Sayyid Thanthawi) tegaskan bahwa muamalah seperti ini beserta
keuntungannya adalah halal dan diperbolehkan secara syariat. Hal ini juga berlaku
bagi bank-bank yang menyebut dirinya Islami maupun bank-bank yang tidak
menyebut dirinya Islami. Karena pada prinsipnya, yang menjadi standar dalam

muamalah adalah esensi dan substansi dan bukan nama atau simbolnya.

Contoh lainnya adalah transaksi yang dilakukan Bank Nashr, dimana bank
mengambil keuntungan dari dana yang disetorkan oleh nasabah dengan perhitungan

para ahli, seperti biaya administrasi dan gaji pegawai dan sebagainya.

Saya katakan bahwa keuntungan yang diambil bank dari dana nasabah yang
disetorkan untuk keperluan administrasi dan gaji pegawai adalah sah dan halal.

Karena hal tersebut bagian dari biaya operasional bank.

Muamalah (transaksi) yang Haram.

Adapun praktik-praktik transaksi yang disepakati ulama tidak boleh secara
syariat dan keuntungan yang didapat haram adalah setiap transaksi yang mengandung
unsur penipuan, eksploitasi, pemalsuan, zalim, dan semua perbuatan tercela yang

bertentangan dengan syariat Islam.
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Sebagai contoh, seseorang yang mejual barang rusak namun mengaku barang
tersebut bagus, maka hal ini tremasuk dalam penipuan. Dalam hadis disebutkan

“barang siapa yang menipu kami (umat Islam) maka ia bukan golongan kami”.

Atau seseorang yang menjual barang kepada orang lain, sementara pembeli
tidak tau harga pasar. Lalu menjual barangya dengan harga belipat ganda. Begitu juga
jika ia membeli barang dengan separuh harga dari harga sesungguhnya karena

penuual tidak tau hraga standar barang tersebut.

Atau seseorang yang meminjamkan uang kepada temannya sebesar 100
Pound untuk jangka waktu tertentu. Lalu ketika masa pelunasan, yang bersangkutan
tidak sanggup melunasi hutangnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang
memberi hutang untuk memilih salah satu alternatif, melunasi hutangnya atau
membayar tambahan sebesar 10 Pound lagi setelah satu bulan. Hal ini termasuk riba

yang nyata, diaman Islam mengumumkan perang pada pelaku perbuatan tersebut.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Fukaha

Adapun muamalah yang masih menjadi perselisihan ahli hukum (fugaha)
mengenai status hukumnya dan status keuntungan yang diperoleh, sebagaian besar
merupakan transaksi-transaksi modern. Sebagai contoh Surat Obligasi yang
dikeluarkan oleh Bank Nasional Mesir. Menurut bank, dana yang diperoleh sampai

bulan April 1989 mencapai empat milyar pound.

Dar al-Ifta al-Misriyyah menilai bahwa dalam hal yang sangat serius ini.

Berdasarkan nilai kejujuran ilmiah, tidak menetapkan suatu fatwa apapun kecuali
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setelah menanyakan kepada pihak yang berwenang dan para pakarnya mengenai hal
ini. Sebab menetukan suatu hukum atas sebuah kasus merupakan bagian dari

gambaran masalah tersebut. (sswas e ¢4 1o oo WSH).

Dengan mempertimbangkan hal ini, maka saya mengirimkan beberapa
pertanyaan khusus mengenai sertifikat tersebut kepada yang terhormat Saudara
Direktur Utama Bank Nasional Mesir. Kemudian ia memberikan jawabannya sebagai

berikut:
“yang terhormat Bapak DR. Muhammad Sayyid Thanthawi, Mufti Mesir”

Sehubungan dengan surat Bapak, pada tanggal 13 Agustus 1989. Berikut ini

pertanyaan-pertanyaan dari Dar al-Ifta dan jawaban dari pihak bank.

Pertanyaan (Mufti): “Bagaimana karakteristik dan spesifikasi serifikat obligasi

dan apa faktor yang melatarbelakangi diterbitkannya?”

Jawab (Bank): “Sertifikat obligasi adalah salah satu jenis tabungan investasi
yang dikuasakan pemerintah kepada Bank Nasional Mesir untuk menerbitkannya
dalam rangka turut serta mendorong kesadaran menabung dan memodali program
pembangunan. Artinya, hubungan yang sesungguhnya dalam hal ini adalah antara
negara dan pribadi-pribadi. Adapun sertifikat oblogasi dikeluarkan sesuai dengan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1965

Pertanyaan (Mufti): “Hasil dari dana sertifkat obligasi ini digunakan untuk

kepentingan apa saja?”.
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Jawab (Bank): “hasilnya digunakan untuk memodali proyek-proyek
pembangunan pemerintah yang telah termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan diserahkan kepada Departemen Keuangan”.

Pertanyaan (Mufti): “Siapakah yang membayar keuntungan yang diperoleh

dari sertifikat obligasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengannya?”.

Jawab (Bank): “Penanggung pembayaran return yang diperoleh dar1 sertifikat
ini adalah Departemen Keuangan. Demikian juga seluruh biaya yang berhubungan

dengannya”.

Pertanyaan (Mufti): “Apakah sertifikat ini dapat dikategorikan sebagai
pinjaman (gardh) atau sebagai simpanan giro wadi’ah yang diizinkan oleh

pemiliknya untuk menginvestasikan nilainya?”.

Jawab (Bank): “Sertifikat obligasi dapat diangap sebagai simpanan giro

wadi’ah yang telah diizinkan oleh pemiliknya untuk diinvestasikan nilainya”.

Demikian jawaban resmi dari Saudara Muhammad Nabil lbrahim selaku

Direktur Utama Bank Nasional Mesir, atas pertanyaan yang diajukan oleh Dar al-Ifta.

Sertifikat Obligasi

Pembahasan mengenai pendapat pakar fikih tentang sertifikat obligasi
menurut syara’ dan hasil keuntungannya, terdapat pembahasan yang sangat panjang

dimana ujung dari pembahasan tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan.
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Disini cukup kami uraikan secara ringkas mengenai pendapat yang ada di
Komisi Penelitian Hukum Islam (Majma’ Buhus al-1slamiyyah). Lembaga riset yang
dibentuk meneliti masalah ini pada tahun 1976 dibawah koordinasi Syekh
Muhammad Faroug Sanhouri yang beranggotakan 14 orang ahli hukum Islam,

mewakili empat madzhab.

Lima orang mewakili Madzhab Hanafi, yaitu: Syekh Abdullah al-Musryid,
Muhammad al-Husaini Syahatah, Abdul Hakim Ridwan, Muhammad Sallam

Madkur, dan Zakaria al-Bari.

Empat orang mewakili Mazhab Maliki, yaitu: Syekh Yasin Suwailim, Abdul

Jalil 1sa, Sayyid Khalil al-Jarihy dan Sulaiman Ramadhan.

Tiga orang mewakili Madzhab Syafi’i, yaitu: Syekh Muhammad Jiratullah,

Thanthowi Musthofa, dan Jadar Rab Ramadhan.

Sementara satu orang mewakili Madzhab Hanbali, yaitu: Syekh /abdel Adzim

Barakat.

Keputusan-Keputusan Komisi

Adapun keputusan-keputusan komisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Empat orang dari anggota ini berpendapat bahwa sertifikat beserta
keuntungannya tidak boleh (haram) menurut syariat.
Menurut syekh Jiratullah, “hal semacam ini tidak pernah ada dalam

madzhab Syafi’i. Transaksi tersebut mirip dengan gard atau mudharababh,
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sebab salah satu pihak memberikan danaya sementara pihak lain
memberikan usaha”.
Hal ini juga lebih dekat dengan prinsip giradh fasid dengan adanya
penetapan bagian tertentu (nominal) dari keuntungan.
Pendapat ini didukung oleh Syekh Thanthowi Musthofa, Jad ar-Rab
Ramadan, dan Sulaiamn Ramadhan dengan sedikit perbedaan pada
redaksi.

2. Sembilan anggota yang lain berpendapat bahwa sertifikat beserta
keuntungannya boleh menurut syariat.
Syekh Yasin Sulaiman mengatakan, ‘“saya telah merumuskan suatu
pendapat tentang masalah ini, sesuai dengan sistematika Lembaga Riset
Islam (Majma” al-Buhus Islamiyyah) dalam pembahasan fikih.

Adapun ringkasannya adalah sebagai berikut:

Praktik sertifikat obligasi adalah sebuah bentuk muamalah modern

yang belum ada dikalangan fukaha terdahulu.

- Sistem muamalah sertifikat obligasi terdiri dari individu-individu
yang menyerahkan uangnya kemudian negara yang mengelolanya.

- Setiap bentuk transaksi investatif diterapkan asa hukum syariat
yang berlaku umum, yaitu asal dari setiap manfaat adalah boleh,
dan asal dari setiap yang mendatangkan mudharat adalah haram.*

- Konsekuensi dari penerapan kaidah diatas pada praktik sertifikat

obligasi adalah bahwa sertifikat ini merupakan bentuk muamalah

Daadl jladl iy daly) adliadl é Jal)
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yang benmanfaat bagi banyak orang yang menyerahkan uangnya,
dan bermanfaat pula bagi negara yang menginvestasikan dana
tersebut. Mumalah semacam ini sama sekali tidak mengandung
unsur mudharat, atau penganiayaan (zulm/eksploitasi) dari salah
satu pihak kepihak yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sertifikat obligasi beserta tiga

turunannya/jenisnya adalh boleh m enurut syariat.

Mengapa Halal?

Syekh Abdul Adzim Barakat mengatakan, “Dalam sertifikat obligasi
berhadiah tipe C, dana yang diserahkan itu berupa pinjaman, dengan begitu dana
tersebut berpindah menjadi milik bank. Maka hukumnya adalah boleh bahkan
sunnah”. Hal ini dikarenakan pengambilan hadiah dari sebuah undian adalah halal.
Maka pemberian (hibah) dari pihak bank atau negara bagi pemilik modal. Adapun

menerima hadiah hukumnya adalah sunnah sedangkan menolaknya adalah makruh.

Untuk muamalah sertifikat tipe A dan B statusnya seperti mudharabah yang
sah. Karena return atau penghasilan dalam kedua tipe tersebut milik bersama antara
pemilik modal dan pengusaha. Sehingga bermuamalah dengan kedua tipe ini
diperbolehkan secara syariat. Karena terdapat maslahah padanya sedangkan
mafsadah masih diragukan. Sedangkan penetapan status sebuah hukum tidak boleh

berdasarkan keraguan.
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Mengenai persyaratan yang telah ditentukan ulama perihal sahnya
mudharabah dengan menentukan bagian tertentu dari keuntungan untuk kedua belah
pihak harus ditetapkan dengan jelas. Seperti, setengah atau sepertiga dan seterusnya.
Tujuannya agar salah satu pihak tidak mendominasi keuntungan. Penentuan yang
diambil oleh satu pihak saja misalnya lima atau sepuluh —sedangkan kadangkalanya
bisnis hanya menghasilkan bagian itu saja- maka pihak lain tentu tidak kebagian sama

sekali.

Sedangkan dalam kasus ini permasalahannya berbeda. Proyek-proyek yang
dijalankan bank tersebut dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang
terjamin hasilnya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dengan
persentase dari modal sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang
diperoleh dari hasil investasi dana tadi. Maka, kedua belah pihak dalam transaksi
tersebut sama-sama diuntungkan dan tidak ada eksploitasi (zulm) ataupun monopoli

keuntungan.

Dr Muhammad Sallam Madkur menegaskan bahwa transaksi sertifikat
obligasi dengan ketiga tipenya adalah transaksi baru dan tidak tunduk pada salah satu
jenis akad yang dikenal sebelumnya. Semuanya adalah bentuk mauamalah yang
bermanfaat bagi pribadi dan msyarakat. Tidak terdapat padanya pemerasan dari salah
satu pihak terhadap pihak lain. Dan keuntungan yang diberikan oleh bank tidak
termasuk riba. Karena tidak terdapat unsur pemerasan dan kemungkinan akan rugi

juga tidak ada.
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Penghasilan Tabungan Pos

Jauh sebelum itu, Syekh Mahmud Syaltout telah mengutarakan pandangannya
mengenai status penghasilan dari tabungan pos. Dalam bukunya yang berjudul
Fatawa halaman 323 yang diterbitkan oleh al-Azhar menyebutkan, “Berdasarkan
penerapan hukum-hukum syariyyah kaidah-kaidah fikih yan tepat status penghasilan
dari tabungan pos adalah hahal, tidak haram. Pertimbangannya adalah karena dana
yang didepositokan tersebut bukanlah suatu pinjaman atau hutang kepada lembaga
tabungan pos. Lembaga pos sendiri juga tidak pernah meminjam dari penabung.pihak
penabung datang dengan sendirinya secara suka rela kepada tabungan pos, dengan
harapan agar uangnya diterima lembaga pos. Penabung juga mengetahui jika lembaga
ini akan menggunakan dana tersebut dalam proyek-proyek bisnis yang kecil
kemungkinan akan mengalami kerugian, jika tidak boleh dikatakan tidak pernah

merugi”.

Jelas tidak diragukan lagi bahwa keuntungan dari sertifikat obligasi sama dari
semua sisi dengan keuntungan tabungan pos seperti yan gtelah dijelaskan Syekh

Syaltout hukumnya halal dan tidak haram.

Motivasi Lahirnya Sertifikat Obligasi

Berdasarkan pemarapan diatas, jelas bagi kita bahwa motif lahirnya sertifikat
obligasi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Direktur Utama Bank Nasional
Mesir adalah adanya kebutuhan negara terhadap dana guna memodali program

pembangunan dan membudayakan semangat menabung. Kemudian yang membayar
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keuntungan ini kepada pemilik sertifikat adalah negara. Sertifikat obligasi disebut
juga sebagai giro wadiah, dimana pemiliknya telah memberikan izin kepada lembaga
pos untuk menginvestasikan nilainya. Jadi, hal ini bukan merupakan pinjaman kepada

pos.

Dengan demikian, diantara argumentasi pendapat-pendapat yang berkembang
di dalam Komisi Penelitian Hukum yang mengharamkan sertifikat tersebut adalah
bahwa adanya penentuan keuntungan diawal baik menyangkut waktu ataupun
besarannya mengakibatkan rusaknya mudharabah, karena pihak bank bisa saja

mengalami kerugian.

Hal tersebut dibantah oleh kalangan yang membolehkan sertifikat obligasi
dengan alasan penentuan keuntungan diawal dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan pemilik modal dan menghindari perselisinan antara pemilik modal dan
bank. Sementara di dalam Alquran dan hadis nabipun tidak ditemukan nas yang
melarang penentuan tersebut sepanjang hal ini atas dasar suka rela dari kedua belah

pihak.

Hal ini dikarenakan —sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf
bahwa mudharabah itu berdasarkan atas kesepakatan dua belah pihak. Dan kita saat
ini hidup di zaman banyak manusia yang kurang jujur. Jadi jika seandainya pemilik
modal tidak memiliki bagian keuntungan yang sudah tetap, maka akan dimakan oleh

mitranya.
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Lebih dari itu, pada hakikatnya, sebenarnya penentuan besarnya keuntungan
secara terperinci tidak ada. Faktanya, persentase keuntungan terus berubah-ubah dari
yang awalnya 4% dan sekarang naik menjadi 16%. Bank sendiri tidak menentukan
persentase keuntungan sebelumnya kecuali setelah melakukan riset mendalam dan

penuh pertanggung jawaban. Dan tidak seorangpun yang memaksa hal demikian.

Adapun jika terjadi kerugian diluar perhitungan, maka nasabah yang

bersangkutan juga turut menanggung resiko. Hal itu tidak bisa dibantah.

Sebagai penutup, demikianlah uraian pokok pikiran seputar bentuk transaksi
perbankan yang terfokus pada penjelasan hukum syar’i untuk sertifikat obligasi
beserta keuntungannya menurut Dar al-Ifta Mesir yang telah banyak dipertanyakan

khalayak ramai tentang hukumnya.

Dan Allah sungguh telah menyaksikan bahwa saya telah banyak berkonsultasi
dengan para pakar fikih dan pakar ekonom. Banyak masukan yang saya dapatkan dari

pendapat dan pikiran mereka.

Kami memohon kepada Allah agar menjauhkan kita semua dari kesalahan
dalam ucapan dan perbuatan dan tidak menghukum kita jika lupa atau salah.
Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat meminta dan berharap. Dan semoga

shalawat senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad dan keluarganya. Amin.
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